Menimbang :

a.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Badan Pelaksana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara bertugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Pelaksana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/jasa untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD
dan Kepulauan Nias Sumatera Utara, dipandang perlu
menyesuaikan  Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah dengan kondisi yang ada, agar pelaksanaannya dapat
dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien dengan tetap
berpegang pada prinsip persaingan schat, transparan, terbuka

dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel,

c. bahwa ...
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bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan
huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias Provinsi

Sumatera Utara;

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan

Nias Provinsi Sumatera Utara;

7. Keputusan ...
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7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR &80 TAHUN 2003 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat,

yakni ayat (3a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 10

(1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan

dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat

pengadaan.

(3) Anggota ...
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Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik

dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.

Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Badan
Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, anggota panitia
pengadaan berasal dari instansinya sendiri atau instansi teknis
Pemerintah, dan dapat menyertakan pihak lain yang ditunjuk

oleh Kepala Badan Pelaksana.

Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas

panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur

pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;

e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang
mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat
pengadaan;

f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat

pengadaan meliputi sebagai berikut :

a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta
lokasi pengadaan,;
b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);

c. menyiapkan dokumen pengadaan,;

d. mengumumkan ...
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d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media
cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan

umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau

prakualifikasi;

f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

<. mengusulkan calon pemenang;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada pengguna barang/jasa;

i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dimulai.

Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar

instansi yang bersangkutan.

Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata
cara  pengadaan, substansi  pekerjaan/kegiatan  yang
bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari
unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang

bersangkutan.
Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan :

a. pengguna barang/jasa dan bendaharawan;

b. pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/
Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/
Badan Pengawas Daerah  Propinsi/Kabupaten/Kota,
Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali
menjadi panitia/pejabat pengadaan untuk pengadaan

barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.”

2. Ketentuan ...



